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BAB IV

ANALISIS MASLAHAH MURSALAHTERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA

DALAM PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

BERDASARKAN PASAL 81 PERPPU NO. 1 TAHUN 2016

A. Sanksi Kebiri Kimia dalam Pidana Pemerkosaan Anak dibawah Umur

Berdasarkan Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang sanksi kebiri kimia

dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur bersdasarkan Perppu No. 1

Tahun 2016 yang nantinya akan dipadukan antara hukum positif dan

maslahahmursalah mengenai kebiri kimia untuk mendapatkan sebuah

kesimpulan yang akan dijadikan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang

telah ditetapkan.

Dari pembahasan mengenai sanksi kebiri kimia dalam Perppu No. 1

Tahun 2016  dapat diketahui bahwasannya yang dinamakan kebiri kimia

yaitu dengan cara memberikan obat berbahan kimia antiandrogen yang dapat

mengurangi atau menurunkan hormon testosterone. 85 Dalam hal ini, obat

yang digunakan untuk melakukan kebiri kimia ada tiga macam yaitu:86

85www.depkes.go.id, “diakses pada”, 25 Februari 2017.

86Elizabeth M. Tullio, “Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and
Constitutional, Vol. 13:191, 220.
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1. Cyproterone Acetate (CPA) yang merupakan progesteron aktif yang

berfungsi mengurangi tingkat hormon tertoseterone seara dramatis

2. Medroxyproegsterone Acetate (MPA) merupakan obat tidak yang diguankan

untuk menghilangkan sementara hormon tertoserone seseorang yang

memiliki kelebihan hormon testosterone sehingga jika dilakuakn sebuah

penanganan alternatif atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer

memberikan respon

3. Leuprolid dan Triptorelin. Leuprolid ialah obat kimia antiandrogen yang

menghambat sintesa hormon testosterone yang jika diberikan secara rutin

akan mneghilangkan hormon testosterone seseorang.

Di dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 penulis menemukan sebuah

hukuman baru untuk pelaku pemerkosaan anak dibawah umur berupa kebiri

kimia yang mana dalam hal ini kebiri kimia bersifat sebagai hukuman

tambahan. Hukuman tambahan yang berupa kimia ini tidak diperuntukkan

bagi seluruh pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, namun hukuman

tambahan ini diperuntukkan untuk kategori pelaku yang sebagaimana dimuat

dalam Pasal 81 Perppu No.1 Tahun 2016 dan Pasal 76 D UU No. 23 Tahun

2014 yang berbunyi:

Pasal 81

“ (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada
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pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun;

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat

dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip”.

Sedang Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

berbunyi:

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dari bunyi Pasal di atas dapat diketahui bahwasannya kebiri kimia

ini dimaksudkan bagi pelaku pemerkosa anak di bawah umur yang memaksa

anak melakukan persetubuhan dengannya maupun orang lain sehingga dalam
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hal ini tindakan pelaku menimbulkan korban lebuh dari satu, mengakibatkan

luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, alat reproduksi terganggu atau

hilangnya alat reproduksi, menyebabkan korban hingga meninggal dunia.

Kebiri kimia sendiri yang berfungsi sebagai hukuman tambahan,

merupakan suatu hukuman yang tidak harus dijatuhkan oleh hakim sebagai

hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, karena

dalam hal ini hukuman tambaan yang termuat dalam Pasal 81 Perppu No. 1

Tahun 2014 tidak hanya berupa hukuman kebiri, namun juga ada hukuman

tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat

pendeteksi elektronik. Jadi, dalam hal menjatuhan hukuman kebiri

bergantung terhadap keputusan hakim yang mana di dalam bumi ini hakim

adalah wakil Tuhan sehingga hakim bertugas memberikan hukuman terhadap

pelaku tindak pidana.

Dalam menentukan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana

hakim juga tidak dapat sewenang-wenang, karena dalam hal ini hakim juga

harus memerhatikan kode etik hakim yang termuat dalam keputusan bersama

antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:

047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim. Tujuan dibentuknya kode etik ini yaitu untuk

mewujudkan suatu pengadilan yang bersih dan adil, sehingga dalam hal ini

seorang hakim diharapkan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab

dengan baik.
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Mengenai pelaksanaan kebiri kimia sendiri dijelaskan dalam Pasal

81 ayat (8) dan 81 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Perppu No. 1

Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 81

“ (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama

dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”.

Pasal 81 A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan

untuk jangka waktu palinglama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan

setelahterpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusanpemerintahan di bidang hukum, sosial, dankesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai denganrehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelaksanaan tindakan dan

rehabilitasi diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan Pasal di atas dapat diketahui bahwasannya penjatuhan

hukuman kebiri bagi pelaku diputuskan bersama dengan hukuman pokok. Jadi

dalam hal ini hukuman pokok bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur

tetap berlaku dan sifat hukuman kebiri dalam hal ini hanya sebagai hukuman
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tambahan saja, sehingga dijatuhkannya hukuman kebiri atau tidak tergantung

kepada keputusan hakim.

Sifat kebiri kimia dalam pidana pemerkosana anak di bawah umur ini

bukan permanen. Dalam Pasal 81 A Perppu No. 1 Tahun 2016 di atas

dijelaskan bahwa hukuman kebiri kimia akan dikenakan kepada terpidana

pelaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah

terpidana menjalani pidana pokok. Jadi dalam hal ini sudah jelas bahwasannya

pelaksanaan kebiri kimia tidak bersamaan dengan hukuman pokok, namun

dilaksanakan setelah hukuman pokok selesai.

Menganai pelaku yang masuk kategori anak (di bawah delapan belas

tahun), maka dalam hal ini dikecualikan untuk hukuman kebiri karena

bagaimanapun seorang anak merupakan generasi penerus bangsa yang

memiliki eran penting dalam pembangunan nasional awajib mendapatkan

perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak

atas perlindungan dan kekerasan. Oleh karena itu anak merupakan seseorang

yang masih membutuhkan banyak arahan sehingga dalam Perppu ini sudah

ditegaskan bahwasannya anak tidak termasuk dalam penerima hukuman kebiri.

Selain ketentuan pelaksanaan di atas, terdapat pula ketentuan

bahwasaannya dalam pelaksanaan tindakan kebiri dilakukan di bawah

pengawasan secara berkala oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan
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ketentuan Pasal 81 A ayat (@2) yang berbunyi “Pelaksanaan tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum, sosial, dan kesehatan”. Jadi, dalam hal ini sudah jelas bahwasannya

kementrian ikut serta dalam pengawasan terhadap elaksanaan hukuman kebiri

ini, tujuan pengawasan itu sendiri ialah untuk memantau sebagaimana

berhasilkan atau seberapa efisienkah penerapan hukuman kebiri di Indoensia

ini.

Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia itu sendiri selain akan

mendapatkan pengawasan dari kementrian juga akan disertai dalam

rehabilitasi dalam pelaksanaannya. Guna dari rehabilitasi ini sediri ialah untuk

mengembalikan atau memulihkan kembali kondisi pelaku supaya pelaku dapat

kembali menjadi pribadi yang baik dan tidak melakukan sebuah kejahatan lain

yang dapat merugikan diirnya sendiri maupun orang lain.

B. Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Kebiri Kimia Pidana dalam Pidana

Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1

Tahun 2016

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan suatu

keharusan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Tahrim ayat 6:
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









Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.87

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan

perwujudan nyata dari tanggung jawab terhadap anak. Pemeliharaan anak

merupakan  hak bagi anak-anak yang masih di bawah umur, karena ia

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang

yang mendidiknya.

Dalam menentukan sebuah hukum untuk suatu perkara harus

mempertimbangkan manfaatnya dengan memperhatikan lima dasar tujuan

hukum islam yaitu:

1. Hifz} al-Din (Memelihara Agama)

2. Hifz} al-Nafs (Memelihara Jiwa)

3. Hifz} al-´Aql (Memelihara Akal)

4. Hifz} al-Nasl (Memelihara Keturunan)

87 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ..., 448.
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5. Hifz} al-Ma>l (Memelihara Harta)

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan naak diterbitkan

dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik,

dalam hal ini untuk mentertibkan hukum. Dengan dermikian Perppu No. 1

Tahun 2016 telah dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan yang bertumpu

pada syariat hukum Islam. Bahwa syariat ditetapkan bukan untuk

kepentingan Allah melainkan untuk kepentingan umat manusia sebagaimana

qasd al-sya>ri’ fiwad’i al-shari>’ah (tujuan Sha>ri>’ dalam menetapkan syariat).

Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil

kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul masalih wa dar’ul

mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah

tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Mas}lah}ah mursalah merupakan manfaat kebaikan dari sebuah

transasksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal

mu´a>malah. Mas}lah}ah mursalahsendrii tidak dijelaskan dalam al-Qur’an

mengenai dalil yag mengaturnya dan dalam hadis} dan ijma’ juga tidak ada

kata-kata yang medukung ataupun menolak Mas}lah}ah mursalahsebagai

metode istinbat} hukum Islam.

Imam Maliki memberikan pendapat mengenai syarat-syarat

mas}lah}ah al-mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:88

88 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul, ..., 130.
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a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti

menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang

menggunakan mas}lah}ah al-mursalah. Sementara mas}lah}ah al-mursalah

sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan

dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat}’i>yyah

b. Hendaknya mas}lah}ah al-mursalah dapat diterima secara rasional di

dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap

permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila mas}lah}ahal-

mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat

menerimanya.

c. Hendaknya menggunakan mas}lah}ah al-mursalah itu tidak

menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak

menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami

kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya menyebutkan,

yang artinya‚ Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara

sempit

Dari sudut pandang mas}lah}ah mursalah, Perppu No. 1 Tahun 2016

menempati tingkatan ha>jiya>t jika dilihat dari substansinya karena termasuk

kebutuhan yang  dapatmenghindarkan manusia dari kesulitan, dengan kata

lain untuk terwujudnya kemaslahatan, juga sejalan dengan tujuan hukum

Islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas

berbagai kebutuhan primer hidup manusia yang jika tidak terpenuhi atau
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terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan

hidup manusia.

Memang di dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tidak secara khusus

memuat atau membahas sesuatu yang berhubungan dengan agama, namun

jika kita melihat dari sisi tujuan dari disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan bahwa Perppu No. 1 Tahun ini

sejalan dengan agama islam yakni untuk mengurangi adanya tindak

kekerasan seksual terhadap anak. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan

bahwa kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 juga memelihara agama

(hifzh al-di>n). Di samping itu kekerasan seksual terhadap anak jika dibiarkan

akan mengakibatkan dampak pada anak baik dampak terhadap anak

berupa:89

1. Dampak Fisik

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan, baik dilakukan

dengan cara halus maupun kasar akan menimbulkan dampak bagi

korbannya. Perkosaan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan

fisik jelas akan menimbulkan dampak secara fisik pada korban

89 Ekandari, et.al, “Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya”, Jurnal
Psikologi, 1, (2001), 11.
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2. Dampak Psikis

Secara umum perkosaan dapat mengakibatkan dampak jangka

panjang dan dampak jangka pendek yang tak butuh waktu yang singkat

utuk dapat mengobati rasa trauma seorang anak tersebut. Kedua dampak

tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama pada masing-

masing korban.

3. Dampak Sosial Psikologis

Pemikiran dan mitos-mitos mengenai perkosaan menjadi stressor

tersendiri bagi korban. Ketakutan korban mengenai penerimaan dari

masyarakat menjadi salah satu beban bagi korban.

Di samping permasalahan di atas, adanya kebiri kimia apabila

diterapkan kepada pelaku tindak pemerkosaan anak di bawah umur secara

tidak langsung juga dapat melindungi akal pelaku itu sendiri, karena dalam

hal ini pelaksanaan kebiri kimia yang berjangka waktu paling lama dua tahun

diserai dengan rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan atau

memperbaiki tingkah laku dan pemikiran pelaku agara dapat menjadi pribadi

yang lebih baik dari sebelumnya dan diharapkan tidak akan lagi melakukan

tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Pengecualian hukuman kebiri bagi pelaku anak dapat dikatakan

bahwa dalam hal ini termuat sebuah tujuan hukum yaitu menjaga keturunan.

Dalam hal sanksi bagi pelaku pemerkosaan yang masih di bawah umur, maka
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hukuman yang akan diberikan ialah rehabilitasi dengan pelatihan kerja

selama masa penahanan mengingat seorang anak masih berhak mendapatkan

perlindungan meski statusnya sebagai pelaku tindak pidana.

Jika dihubungkan dengan kaidah-kaidah mas}lah{ah mursalah yaitu:

1. “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

درءالمفاسدمقدمعلىجلبالمصالح

2. “Meraih kemaslahatan dan menolak kemud}aratan”.

جلبالمصالحمقدمعلىدفعالمقاسد

3. “Kemud}aratan harus dihilangkan”

الضراریزال

Maka, kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 mendatangkan

suatu manfaat. Beberapa hal yang terlihat dari adanya manfaat dalam

pelaksanaan kebiri kimia itu adalah:

1. Hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah ini bersifat tidak

permanen yang artinya tidak menghapus hak asasi manusia. Jangka

waktu kebiri kimia sebgaimana yang ditetapkan dalam Pasal 81 A

Perppu No. 1 Tahun 2016 ini hanya berlangsung selama dua tahun

setelah pelaku menjalani hukuman pokok, sehingga menurut penulis hal

ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam sendiri karena dalam
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hukuman ini termuat sebuah tujuan untuk meberikan efek jera kepada

pelaku pemerkosaan anak di bawah umur.

2. Disamping pelaksanaan hukuman kebiri yang dilakukan setelah pelaku

menjalani hukuman pokok, maka selama proses menjalani hukuman

kebiri ini pelaku juga akan menjalani sebuah rehabilitasi yang berada di

bawah pengawasan kementrian hukum, kementrian sosial maupun

kementrian kesehatan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 81 A ayat

(3),  sehingga dalam hal ini pemerintah tak hanya asal menetapkan

hukuman terhadap pelaku namun juga meberikan solusi untuk

memulihkan kembali keadaan pelaku selama proses menjalani hukuman

tersebut.

Dari analisis yang dilakukan penulis tentang kebiri kimia dalam

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak ini tidak bertentangan

dengan tujuan hukum Islam dan sesuai dengan syarat-syarat mas}lah}ah

mursalahkarena dalam hukuman kebiri kimia ini terdapat tujuan hukum yang

baik dan banyak terdapat manfaat terhadap pidana pemerkosaan anak di

bawah umur.


